






A. Tinjauan Umum Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik 
1. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik 
Istilah „informasi‟ secara etimologi memiliki arti penerangan; 
keterangan; kabar atau pemberitahuan.
22
 Barry B. Sookman dalam 
bukunya yang berjudul Computer, internet, dan Electronic Commerce 
Terms: Judicial, Legislave, and Technical Defiinitions menerangkan 
bahwa konsep „informasi memiliki konotasi yang sangat luas. Perintah 
atau serangkaian perintah saja sudah dapat dimaknai sebagai „informasi‟.
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Pengertian „informasi elektronik‟ secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 
Pasal 1 angka 1 UU ITE, yang menyebutkan bahwa: 
“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 
rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik 
(elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenis nya, huruf, 
tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah 
yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya.” 
 
Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara 
substansial dalam UU ITE. Perkembangan pemanfaatan informasi 
elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan 
kemanfaatannya. Pemanfaatan informasi elektronik, memberikan manfaat 
dengan menjamurnya usaha kecil dan menengah di bidang penjualan jasa 
seperti warung-warung internet (warnet). Pemanfaatan informasi 
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elektronik juga dimanfaatkan dalam sektor pemerintah, baik sipil maupun 
TNI/ Polri, Komisi Pemilihan Umum, yang secara otomatis memanfaatkan 
informasi elektronik untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian 
fungsi pemerintah. Beberapa instansi pemerintahan juga telah sudah 
melaksanakan system nobody contact, tanpa perlu bertatap muka segala 
proses administrasi dapat dijalankan dengan menggunakan elektronik.
24
 
Perbuatan yang dilarang oleh UU ITE berkaitan dengan informasi 
elektronik diantaranya adalah mendistribukan, atau membuat dapat 
diaksesnya informasi elektronik, yang muatannya berisi melanggar 
kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau 
pemerasan dan atau pengancaman. Muatan yang berisi melanggar 
kesusilaan diantaranya adalah penayangan gambar-gambar porno dalam 
situs-situs internet maupun telepon seluler. Penayangan gambar porno itu, 
selain melanggar  UU ITE  juga melanggar Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2008 tentang Pornografi.
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Selain informasi elektornik, transaksi elektronik juga merupakan 
salah satu hal yang diatur secara substansial dalam UU ITE. Dalam Pasal 1 
angka 2 UU ITE yang dimakud dengan transaksi elektornik adalah 
perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, 
jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi 
elektronik dalam bahasa populer sering dikatakan electronic transaction 
atau e-commerce. 
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Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup 
publik ataupun privat. Keberadaan lingkup penyelenggara tersebut 
dimaksud untuk memberikan peluang pemanfaatan teknologi informasi 
oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. 
Pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut harus dilakukan secara baik, 
bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh 
manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
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Kegiatan informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan 
menghasilakan bentuk yang beragam, dalam UU ITE yang dimaksud 
dengan hasil itu adalah „dokumen elektronik‟. Pasal 1 angka 3 UU ITE 
memberikan pengertian terkait dengan dokumen elektronik, sebagai 
berikut: 
“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang 
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk 
analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat 
dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau 
Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 
gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, 
Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti 
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 
 
Pengertian informasi dan transkasi elektronik dalam penelitian ini 
disajikan untuk memberikan batasan makna terhadapnya yang diambil 
berdasarkan ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia, khususnya 
UU ITE. Informasi dan transaksi elektonik sebagaimana teleh ditafsirkan 
oleh pembentuk undang-undangan dengan makna otentiknya itulah yang 
nanti digunakan sebagai acuan untuk menilai barang bukti masalah dalam 
kasus Baiq Nuril, yakni perekaman suara. Untuk menilai validitas dari 
                                                          
26
 Lihat ketetentuan dan penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 




sebuah rekaman suara tersebut harus memenuhi unsur dokumen elektronik 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU ITE. 
2. Pengaturan Terkait Informasi dan Transaksi Elektronik 
Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian 
dari masyarakat informasi dunia. Seiring dengan perkembangan dan 
kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan 
perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang 
secara langsung telah memengaruhi. lahirnya bentuk-bentuk perbuatan 
hukum baru mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan 
Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga 
pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, 
merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan 
kehidupan bangsa, serta mendukung pertumbuhan perekonomian nasional 
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
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Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas maka 
DPR RI bersama Presiden RI pada tanggal 21 April 2008 mengesahkan 
dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini dibuat dalam 
rangka mendukung teKnologi informasi melalui infrastruktur hukum dan 
pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan 
secara aman, untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan 
nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Selain daripada 
itu, fokus utama dari UU ITE adalah memberikan kepastian hukum 
                                                          
27
 Lihat konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 




terhadap keberadaan suatu data atau informasi yang dihasilkan oleh sistem 
elektronik berikut akuntabilitas sistem elektronik itu sendiri dilengkapi 
dengan beberapa ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraannya 
dan akibat pemanfaatannya tersebut baik untuk kepentingan hukum 
individual, komunal maupun nasional bahkan international.
28
 Secara garis 
materi muatan UU ITE disusun dalam sistematika sebagai berikut: 
BAB I : Ketentuan Umum 
BAB II : Asas dan Fungsi 
BAB III : Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan 
BAB IV : Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Sistem 
Elektronik 
BAB V : Transaksi Elektronik 
BAB VI : Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual Dan 
  Perlindungan Hak Pribadi 
BAB VII : Perbuatan yang dilarang 
BAB VIII : Penyelesaian Sengketa 
BAB IX : Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat 
BAB X : Penyidikan 
BAB XI : Ketentuan Pidana 
BAB XII : Ketentuan Peralihan 
BAB XIII : Ketentuan Penutup 
 
Sebagai sebuah rezim hukum baru yang mengatur kegiatan 
cyberspace di Indonesia. UU ITE terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal. Dalam 
Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektifitas UU No. 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh 
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham RI, 
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Raida L. Tobing bersama Tim merumuskan berbagai aspek penting yang 
diatur dalam UU ITE, aspek-aspek tersebut diantaranya adalah:
29
 
a. Aspek yuridis, digunakan pendekatan prinsip perluasan 
Yurisdiksi (Extra Territorial Yurisdiction) dikarenakan transaksi 
elektronik memiliki karakteristik lintas teritorial dan tidak dapat 
menggunakan pendekatan hukum konvesional; 
b. Aspek pembuktian elektronik (e-evindence), alas bukti elektronik 
merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah di 
muka pengadilan;  
c. Aspek informasi dan perlindungan konsumen, pelaku usaha yang 
menawarkan produk melalui media elektronik wajib 
menyediakan informasi yang lengkap dan benar, berkaitan 
dengan syarat – syarat kontrak, produsen dan produk yang 
ditawarkan;  
d. Aspek tanda tangan elektronik, memiliki kekuatan hukum dan 
akibat hukum yang sah (sejajar dengan tanda tangan manual) 
selama memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan di dalam  
UU ITE; 
e. Aspek pengamanan terhadap tanda tangan elektronik, setiap 
orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban 
memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang 
digunakannya; 
f. Aspek penyelenggara sertifikasi elektronik, setiap orang berhak 
menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk 
tanda tangan elektronik yang dibuat; 
g. Aspek penyelenggaraan sertifikasi elektronik, informasi dan 
transaksi elektronik diselenggarakan oleh penyelenggara sistem 
elektronik secara andal, aman, dan beroperasi sebagaimana 
mestinya serta penyelenggara sistem elektronik bertanggung 
jawab terhadap penyelengaraan/kemanan sistem elektronik yang 
diselenggarakannya;  
h. Aspek tanda tangan digital (Digital Signature), penggunaan 
digital signature dapat berubah sesuai dengan isi dokumen dan 
memiliki sifat seperti tanda tangan konvesional sepanjang dapat 
dijamin keadalannya secara teknis;  
i. Aspek transaksi elektronik, kegiatan transaksi elektronik dapat 
dilakukan baik dalam lingkup publik maupun privat dan 
transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik 
mengikat para pihak, serta para pihak memiliki kewenangan 
untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik 
internasional yang dibuatnya;  
j. Aspek nama domain (domain names), yang digunakan sebagai 
Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) oleh seseorang, orang 
dimaksud berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip 
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first come first serve dan informasi elektronik yang disusun 
menjadi karya intelektual y.n, ada di dalamnya, dilindungi 
sebagai HaKI berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;  
k. Aspek perlindungan  privacy, penggunaan setiap informasi 
melalui media elektronik yang menyangkut data tentang pribadi 
seseorang harus dilakukan atas persetujuan bagi orang yang 
bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan;  
l. Aspek peran Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah 
memfasilitasi pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik 
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 
m. Aspek perlindungan kepentingan umum, Pemerintah berwenang 
melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan 
sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi 
elektronik yang mengganggu ketertiban umum dan kepentingan 
nasional serta Pemerintah menetapkan instansi tertentu harus 
memiliki back-up e-data dan data on-line; dan 
n. Aspek perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah: 
1) Menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan 
pornografi, perjudian, tindak kekerasan, penipuan; 
2) Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau  sistem 
elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud 
untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan 
informasi dalam komputer atau sistem elektronik; 
3) Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem 
elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud 
untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan 
informasi dalam komputer atau sistem elektronik milik 
Pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau 
dilindungi; 
4) Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem 
elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud 
untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan 
informasi dalam komputer atau sistem elektronik 
menyangkut pertahanan nasional atau hubungan internasional 
yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap 
Negara dan atau hubungan dengan subjek hukum 
internasional; 
5) Melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang transmisi 
dari program, informasi, kode atau perintah, komputer dan 
atau sistem elektronik yang dilindungi Negara menjadi rusak; 
dan 
6) Menggunakan dan mengakses komputer dan atau sistem 
elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, 
baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh 
informasi dari komputer dan atau sistem elektronik yang 





Sebagai bentuk upaya agar UU ITE dapat terlaksana dengan baik, 
maka pembentuk undang-undang memerintahkan melalui beberapa 
ketentuan norma dalam UU ITE untuk membuat sejumlah Peraturan 
Pemerintah, seperti halnya perintah pembentukan Lembaga Sertifikasi 
Keandalan (Pasal 10 ayat (2)), Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 ayat 
(2)), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 ayat (6)), 
Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Pasal 16 ayat (2)), Penyelenggaraan 
Transaksi Elektronik (Pasal 16 ayat (2)), Penyelenggara Agen Elektronik 
(Pasal 22 ayat (2)), Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24 ayat (4)), Tata 
Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat (4)), dan Peran Pemerintah tentang 
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 40 ayat 
(6)). Sejumlah Peraturan Pemerintah tersebut harus sudah ditetapkan 
paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya UU ITE. 
Dalam hukum positif Indonesia, kurang lebih terdapat 23 (dua puluh 
tiga) instrumen hukum yang terkait dengan bidang teknologi informasi dan 
komunikasi. Peraturan perundang-undangan yang ada tersebut pada 
umumnya belum terharmonisasi dengan kemajuan bidang teknologi 
informasi dan komunikiasi. Walupun ada sebagian substansi yang telah 
terakomodir dalam UU ITE, namun akan lebih ideal peraturan perundang-
undangan yang ada tersebut diharmonisasikan dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi. Adapun 23 (dua puluh tiga) peraturan 
perundang-undangan tersebut adalah: 




2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van 
Koophandel) 
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen 
Perusahaan 
6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 
7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perfilman 
10) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 
Dagang 
11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri  
12) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten  
13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Merek dan 
Indikasi Geografis  
14) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
15) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen  





17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 
Internasional 
18) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 
19) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi    
20) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik 
21) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa 
22) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman 
23) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan  
International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan 
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) 
Dalam uraian ini dapat kita ketahui bahwa pengaturan mengenai 
informasi dan transaksi elektorik tidak hanya ada dalam UU ITE, akan 
tetapi tersebar dan beragam dalam berbagai peraturan perundang-
undangan. Keluasan pengaturan tersebut menunjukan bahwa berbagai 
aspek hukum di era modern saat ini sebagaian besar akan selalu berkaitan 
dengan teknologi. Uraian ini dijasikan untuk memberikan informasi 
pengaturan teknologi dan informasi pada umumnya dan muatan materi 
serta aspek-aspek dalam UU ITE pada khususnya. 
3. Pengaturan sesudah berlakunya Perubahan UU ITE 
Seiring perkembangan hukum dan dinamika sosial dalam 




Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Perubahan UU ITE) terdapat 4 (empat) 
persoalan yang paling mendasar sebagai alasan harus dilakukan perubahan 
terhadap UU ITE. 
Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali 
uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Nomor 
50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan 
Nomor 20/PUU-XIV/2016. Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 dan 
Nomor 2/PUU-VII/2009, menyatakan bahwa pada pokoknya tindak pidana 
penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik 
dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, 
melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan 
dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan 
masyarakat. Kemudian dalam putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010, MK 
berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal 
yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi 
manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh 
karena itu, pengaturan (regulation) mengenai legalitas penyadapan harus 
dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Di 
samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan 
merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan 




sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara 
tersebut, negara haruslah menyimpanginya dalam bentuk undang-undang 
dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah. Selain itu, berdasarkan 
Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, bahwa untuk mencegah 
terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU 
ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan 
secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, 
Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa 
“khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik”. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan 
mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan 
ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti 
perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE. 
Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, 
penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan 
permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi 
Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan 
mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan. 
Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten 
ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau 
pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran 




konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan 
kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, 
dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan 
secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, 
disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. 
Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan 
sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi 
Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah 
penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan 
akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari 
yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk 
meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik 
untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi 
Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Keempat, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem 
Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas 
persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan 
pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap 
Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah 





Berbagai alasan atau pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas 
merupakan landasan hukum dilakukannya perubahan terhadap beberapa 
ketentuan pasal yang ada dalam UU ITE. Perubahan tersebut lebih 
jelasnya akan disajikan dalam tabel berikut ini: 
 
Tabel 1 
Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaski Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 




Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan 
Transaski Elektronik 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik 
1 Ketentuan Pasal 1 ditambah, diantara 
Pasal 1 Angka 6 dan Angka 7 
disisipkan 1 (satu) angka yakni 6a. 
Pasal 1 Angka 6a 
“Penyelenggara Sistem Elektronik adalah 
setiap Orang, penyelenggara negara, 
Badan Usaha, dan masyarakat yang 
menyediakan, mengelola, dan/atau 
mengoperasikan Sistem Elektronik, baik 
secara sendiri-sendiri maupun bersama-
sama kepada pengguna Sistem Elektronik 
untuk keperluan dirinya dan/atau 
keperluan pihak lain.” 
2 Penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan (2) 
“Cukup Jelas” 
Penjelasan Pasal 5 
Ayat (1):  “Bahwa keberadaan Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
mengikat dan diakui sebagai alat bukti 
yang sah untuk memberikan kepastian 
hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem 
Elektronik dan Transaksi Elektronik, 
terutama dalam pembuktian dan hal yang 
berkaitan dengan perbuatan hukum yang 
dilakukan melalui Sistem Elektronik.” 
Ayat (2): “Khusus untuk Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 




atau perekaman yang merupakan bagian 
dari penyadapan harus dilakukan dalam 
rangka penegakan hukum atas permintaan 
kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi 
lainnya yang kewenangannya ditetapkan 
berdasarkan undang-undang.” 
3 Pasal 26 
(1) Kecuali ditentukan lain oleh 
Peraturan Perundang-undangan, 
penggunaan, setiap informasi 
melalui media elektronik yang 
menyangkut data pribadi seseorang 
harus dilakukan atas persetujuan 
Orang yang bersangkutan. 
(2) Setiap orang yang dilanggar 
haknya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat mengajukan 




(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan 
perundang-undangan, penggunaan 
setiap informasi melalui media 
elektronik yang menyangkut data 
pribadi seseorang harus dilakukan 
atas persetujuan Orang yang 
bersangkutan. 
(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat mengajukan gugatan atas 
kerugian yang ditimbulkan 
berdasarkan Undang-Undang ini. 
(3) Setiap Penyelenggara Sistem 
Elektronik wajib menghapus 
Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang tidak 
relevan yang berada di bawah 
kendalinya atas permintaan Orang 
yang bersangkutan berdasarkan 
penetapan pengadilan. 
(4) Setiap Penyelenggara Sistem 
Elektronik wajib menyediakan 
mekanisme penghapusan Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang sudah tidak relevan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(5) Ketentuan mengenai tata cara 
penghapusan Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4) diatur dalam peraturan 
pemerintah.” 
4 Penjelasan Pasal 27 “Cukup Jelas” Penjelasan Pasal 27 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan 
“mendistribusikan” adalah mengirimkan 
dan/atau menyebarkan Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
kepada banyak Orang atau berbagai pihak 
melalui Sistem Elektronik. 




“mentransmisikan” adalah mengirimkan 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Eletronik yang ditujukan kepada satu 
pihak lain melalui Sistem Elektronik. 
Yang dimaksud dengan “membuat dapat 
diakses” adalah semua perbuatan lain 
selain mendistribusikan dan 
mentransmisikan melalui Sistem 
Elektronik yang menyebabkan Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
dapat diketahui pihak lain atau publik. 
5 Pasal 31 
(1) ... 
(2) ... 
(3) Kecuali intersepsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), intersepsi yang dilakukan 
dalam rangka penegakan hukum 
atas permintaan kepolisian, 
kejaksaan, dan/atau institusi 
penegak hukum lainnya yang 
ditetapkan berdasarkan undang-
undang. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara intersepsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur 




(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
berlaku terhadap intersepsi atau 
penyadapan yang dilakukan dalam 
rangka penegakan hukum atas 
permintaan kepolisian, kejaksaan, 
atau institusi lainnya yang 
kewenangannya ditetapkan 
berdasarkan undang-undang. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 
cara intersepsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur dengan undang-
undang. 
6 Pasal 40 
(1) Pemerintah memfasilitasi 
pemanfaatan Teknologi Informasi 
dan Transaksi Elektronik sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) Pemerintah melindungi 
kepentingan umum dari segala 
jenis gangguan sebagai akibat 
penyalahgunaan Informasi 
Elektronik dan Transaksi 
Elektronik yang mengganggu 
ketertiban umum, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(3) Pemerintah menetapkan instansi 
atau institusi yang memiliki data 




(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
peran Pemerintah sebagaimana 
Pasal 40 
(1) Pemerintah memfasilitasi 
pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Transaksi Elektronik sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(2) Pemerintah melindungi kepentingan 
umum dari segala jenis gangguan 
sebagai akibat penyalahgunaan 
Informasi Elektronik dan Transaksi 
Elektronik yang mengganggu 
ketertiban umum, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(2a) Pemerintah wajib melakukan 
pencegahan penyebarluasan dan 
penggunaan Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan yang dilarang 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 




dimaksud pada ayat, (1), ayat (2), 
dan ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah, 
 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2a), Pemerintah berwenang  
melakukan pemutusan akses 
dan/atau memerintahkan kepada 
Penyelenggara Sistem Elektronik 
untuk melakukan pemutusan akses 
terhadap Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan yang melanggar 
hukum. 
(3) Pemerintah menetapkan instansi atau 
institusi yang memiliki data 




(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
peran Pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 
(2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur 
dalam peraturan pemerintah. 
7 Pasal 43 
(1) ... 
(2) Penyidikan di bidang Teknologi 
Informasi dan Transaksi 
Elektronik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan 
memperhatikan perlindungan 
terhadap privasi, kerahasiaan, 
kelancaran layanan publik, 
integritas data, atau keutuhan data 
sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 
(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan 
terhadap sistem elektronik yang 
terkait dengan dugaan tindak 
pidana harus dilakukan atas izin 
ketua pengadilan negeri setempat. 
(4) ... 
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil 









h. meminta bantuan ahli yang 
diperlukan dalam penyidikan 
terhadap tindak pidana 
Pasal 43 
(1) ... 
(2) Penyidikan di bidang Teknologi 
Informasi dan Transaksi Elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan memperhatikan 
perlindungan terhadap privasi, 
kerahasiaan, kelancaran layanan 
publik, dan integritas atau keutuhan 
data sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan 
terhadap Sistem Elektronik yang 
terkait dengan dugaan tindak pidana 
di bidang Teknologi Informasi dan 
Transaksi Elektronik dilakukan sesuai 
dengan ketentuan hukum acara 
pidana. 
(4) ... 
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil 









h. membuat suatu data dan/atau 






i. mengadakan penghentian 
penyidikan tindak pidana 
berdasarkan Undang-Undang 
ini sesuai' dengan ketentuan 
hukum acara pidana yang 
berlaku. 
(6) Dalam hal melakukan 
penangkapan dan penahanan, 
penyidik melalui penuntut umum 
wajib meminta penetapan ketua 
pengadilan negeri setempat dalam 
waktu satu kali dua puluh empat 
jam. 
(7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berkoordinasi dengan Penyidik 
Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasilnya kepada 
penuntut umum. 
(8) ... 
tindak pidana di bidang 
Teknologi Informasi dan 
Transaksi Elektronik agar tidak 
dapat diakses; 
i. meminta informasi yang terdapat 
di dalam Sistem Elektronik atau 
informasi yang dihasilkan oleh 
Sistem Elektronik kepada 
Penyelenggara Sistem Elektronik 
yang terkait dengan tindak pidana 
di bidang Teknologi Informasi 
dan Transaksi Elektronik; 
j. meminta bantuan ahli yang 
diperlukan dalam penyidikan 
terhadap tindak pidana di bidang 
Teknologi Informasi dan 
Transaksi Elektronik; dan/atau 
k. mengadakan penghentian 
penyidikan tindak pidana di 
bidang Teknologi Informasi dan 
Transaksi Elektronik sesuai 
dengan ketentuan hukum acara 
pidana. 
(6) Penangkapan dan penahanan terhadap 
pelaku tindak pidana di bidang 
Teknologi Informasi dan Transaksi 
Elektronik dilakukan sesuai dengan 
ketentuan hukum acara pidana. 
(7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam melaksanakan 
tugasnya memberitahukan dimulainya 
penyidikan kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia. 
(7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, 
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menyampaikan hasil 
penyidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik Pejabat 
Polisi Negara Republik Indonesia. 
(8) ... 
8 Pasal 45 
(1) Setiap Orang yang memenuhi 
unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), atau ayat (4) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 
6 (enam) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp. 
Pasal 45 
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja 
dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang memiliki muatan 




1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 
(2) Setiap Orang yang memenuhi 
unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal, 28 ayat (1) atau ayat 
(2) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun 
dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 
(3) Setiap Orang yang memenuhi 
unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27 ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun 
dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja 
dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang memiliki muatan 
perjudian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 
(3) Setiap Orang yang dengan sengaja 
dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang memiliki muatan 
penghinaan dan/atau pencemaran 
nama baik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp750.000.000,00 (tujuh 
ratus lima puluh juta rupiah). 
(4) Setiap Orang yang dengan sengaja 
dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang memiliki muatan 
pemerasan dan/atau pengancaman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27 ayat (4) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun 
dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) merupakan delik aduan. 
 
Pasal 45A 
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja 
dan tanpa hak menyebarkan berita 
bohong dan menyesatkan yang 




dalam Transaksi Elektronik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun 
dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja 
dan tanpa hak menyebarkan informasi 
yang ditujukan untuk menimbulkan 
rasa kebencian atau permusuhan 
individu dan/atau kelompok 
masyarakat tertentu berdasarkan atas 
suku, agama, ras, dan antargolongan 
(SARA) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 
Pasal 45B 
Setiap Orang yang dengan sengaja dan 
tanpa hak mengirimkan Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
yang berisi ancaman kekerasan atau 
menakut-nakuti yang ditujukan secara 
pribadi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp750.000.000,00 
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 
 
Dinamika perubahan UU ITE dapat dilihat sangatlah beragam, 
artinya berbagai ketentuan banyak mengalami perbedaan atau penyesuaian 
dalam UU ITE baru. Hal tersebut tentu berimplikasi dalam proses 
penegakan hukumnya.. Sehingga uraian ini disajikan adalah untuk untuk 








B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Siber 
1. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana Siber 
Perkembangan teknologi telah membawa manusia kepada suatu 
peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata  nilainya. Artinya, 
masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global. 
Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah, dari yang bersifat lokal-
partikular menjadi global universal. Hal ini yang pada akhirnya akan 
membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral, dan kesusilaan.
30
 
Perkembangan teknologi informasi, dan komunikasi di sisi lain 
telah menyebabkan munculnya tindak pidana baru yang memiliki 
karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. 
Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu  dampak dari ketiga 
perkembangan teknologi tersebut itu tidak terlepas dari sifatnya yang khas 
sehingga membawa persoalan yang rumit dipecahkan berkenaan dengan 
masalah penanggulangannya Salah satu kejahatan yang ditimbulkan oleh 
perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau telekomunikasi 
adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan 
tersebut populer disebut dengan cybercrime.
31
 
Dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang The 
Prevention of Crime and The Treatment of Offenders  di Havana (Cuba) 
tahun 1990, dan di Wina (Austria) tahun 2000, terdapat dua istilah 
menyangkut kejahatan siber, yakni cybercrime dan computer-related 
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crime. Laporan Dokumen Kongres PBB ke-10 di Wina, tanggal 19 Juli  
2000 menggunakan istilah computer-related crime, dengan 2 bentuk 
pengertian: 
The term computer-related crime had been developed encompass 
both the entirely new formst  of crime that were directed at 
computer, networks and their users, and the more traditional from 
crime that were now being commited with the use or assistance of 
computer equipment. 
a. Cybercrime in narrow sense (computer crime); any illegal 
beheviour directed by means of electronic operations that 
targets the security of computer system and the data processed 
by them.  
b. Cybercrime in broader sense (computer-related crime); any 
illegal behavior commited by means of, or in relation to, a 
computer system network, including such crimes as illegal 
possession, offering or distributing information by means of 




Adapun pengertian cybercrime menurut Widodo adalah setiap 
aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan 
komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer 
sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk 
perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik 
dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum 
secara formal.
33
 Pengertian lain dikemukakan oleh Didik M. Arif Mansur 
dan Elisatris Gultom menerangkan bahwa secara umum yang dimaksud 
kejahatan komputer atau kejahatan di dunia cyber (cybercrime) adalah 
upaya memasuki  dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan 
komputer tanpa ijin dengan melawan hukum dengan atau tanpa 
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menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang 
dimasuki atau digunakan tersebut.
34
 
Dari uraian tersebut di atas dapat dimengerti bahwa pengertian 
cybercrime dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas, 
cybercrime adalah segala bentuk kejahatan yang ditunjukan terhadap 
komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk 
kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan 
komputer. Dalam arti sempit, cybercrime adalah perbuatan yang tidak sah 
yang menjadikan komputer sebagi sasaran atau target kejahatan, baik pada 
keamanan sistem maupan datanya. Dalam penelitian ini pengertian 
cybercrime digunakan pengertian dalam arti sempit.  
Dari berbagai pendapat tersebut, penelitian ini memiliki pengetian 
tindak pidana siber dengan makna umum yang dielaborasi dari sajian di 
atas. Tindak pidana siber yang dimaksud adalah segala bentuk pelanggaran 
terhadap peraturan yang memuat ketentuan pidana yang dilakukan melalui 
jalur elektronik dalam arti umum. Kasus yang terjadi dalam Baiq Nuril 
merupakan salah satu contoh kasus dalam tindak pidana siber yang sekali 
menjadi objek dalam penelitian ini. 
2. Klasifikasi dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Siber 
Secara umum tindak pidana siber (cybercrime) dapat klasifikasikan 
dan dibagi dengan beberapa jenis, seperti kejahatan terhadap ketertiban 
umum, kejahatan terhadap harta kekayaan, kejahatan menyangkut 
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identitas, kejahatan terhadap privasi, dan kejahatan terhadap sistem 
komputer. Lebih lengkapnya diuraikan sebagai berikut: 
Cybercrime dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: 
a. Cyberpiracy yaitu penggunaan teknologi komputer untuk 
mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan 
informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer 
misalnya pembajakan software. 
b. Cybertrespass yaitu penggunaan teknologi komputer untuk 
meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi 
atau individu misalnya hacking exploit sytem dan seluruh 
kegiatan yang berhubungan dengannya. 
c. Cybervandalism yaitu penggunaan teknologi komputer untuk 
membuat program yang menganggu proses transmisi 
elektronik, dan menghancurkan data di sistem komputer 
misalnya virus,  trojan, worm, metode DoS, http attack, Brute 




Adapun jenis-jenis cybercrime yaitu: 
a. Illegal Contents ialah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet 
tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar 
hukum atau mengganggu ketertiban umum. Jenis ini termasuk juga aspek pornografi 
dan ekspoitasi anak (Pornography and Paeddophilia). 
b. Carding ialah Kejahatan dengan menggunakan teknologi computer untuk 
melakukan transaksi dengan menggunakan card credit orang lain sehingga dapat 
merugikan orang tersebut baik materil maupun non materil. 
c. Cracking ialah kejahatan yang paling mengenaskan. Kejahatan ini dilakukan dengan 
membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program 
komputer  atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. 
d. Cyber Espionage ialah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk 
melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem 
jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. 
e. Cyber Sabotage and Extortion ialah kejahatan yang paling mengenaskan. Kejahatan 
ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap 
suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan 
internet. 
f. Data Forgery ialah kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen 
penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. 
g. Data Theft ialah kejahatan memperoleh data komputer secara tidak sah baik untuk 
digunakan sendiri ataupun untuk diberikan kepada orang lain. 
h. Unauthorized Access to Computer System and Service ialah Kejahatan yang 
dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer 
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secara tidak sah, tanpa izin atautanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan 
komputer yang dimasukinya. 
i. Offense against Intellectual Property ialah Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas 




Dalam penelitian hukum ini terdapat pembatasan (limitasi) 
pembahasan permasalahan, yakni terkait dengan jenis tindak pidana siber 
Illegal Contents yang lebih khusus berfokus pada pelanggaran mengenai 
penyebaran konten yang bersifat asusila atau pornografi. Adapun 
ketentuan dalam UU ITE termuat beberapa klasifikasi atau jenis-jenis, 
seperti konten ilegal, akses ilegal, penyadapan ilegal, gangguan sistem, 
serta penipuan dan pemalsuan berkaitan dengan komputer. Dimana hal 
tersebut diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:
37
 
a. Konten Ilegal (Indecent Materials/Ilegal Content) 
Konten ilegal tertuang dalam ketentuan Pasal 27, 28 dan 29 UU 
ITE. Tindak pidana di dalam dunia maya yang dimaksud Pasal 
tersebut adalah pornografi, pornografi anak, penghinaan dan 
atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman, 
penyebaran berita bohong dan penyesatan, penyebaran 
informasi yang bermuatan SARA, pengiriman informasi 
bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. 
b. Akses Ilegal (Illegal Access) 
Akses ilegal diatur dalam Pasal 30 UU ITE. Setiap orang 
dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses 
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Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan 
cara apapun untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik serta melanggar, menerobos, melampaui 
atau menjebol sistem pengamanan. Tindak pidana di dalam 
dunia maya yang dimaksud Pasal tersebut adalah Pembobolan 
Komputer dan/atau Sistem Elektronik. 
c. Penyadapan Ilegal (Illegal Interception) 
Penyadapan ilegal diatur dalam Pasal 31 UU ITE. Setiap orang 
dengan sengaja dan tanpa hak melakukan intersepsi atas 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam 
suatu Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang 
tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang 
menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan/atau 
penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang sedang ditransmisikan. Tindak pidana di dalam 
dunia maya yang dimaksud Pasal tersebut adalah Intersepsi 
atau Penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang disimpan dalam Komputer dan/atau Sistem 
Elektronik. 
d. Gangguan Sistem (System Interference) 
Gangguan sistem diatur dalam Pasal 33 UU ITE. Setiap orang 
dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan apa pun 
yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau 




sebagaimana mestinya. Tindak pidana di dalam dunia maya 
yang dimaksud Pasal tersebut adalah Tindak Pidana Komputer 
terhadap Sistem Elektronik. Sasaran dari tindak pidana ini 
adalah terganggunya “Sistem Elektronik”. 
e. Penyalahgunaan Perangkat (Misuse of devices) 
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, 
menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, 
mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras 
atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara 
khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yang 
dilarang dan sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang 
sejenis dengan itu, yang ditujukan agar Sistem Elektronik 
menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan 
yang dilarang. Hal ini terdapat dalam Pasal 34 UU ITE. Tindak 
pidana di dalam dunia maya yang dimaksud Pasal tersebut 
adalah memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, 
mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki 
fasilitas untuk perbuatan yang dilarang sebagaimana yang 
diatur dari Pasal 27 ke 31 UU ITE. 
f. Penipuan dan pemalsuan yang berkaitan dengan komputer 
(Computer related fraud & forgery) 
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan 
manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan 




tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Hal ini 
tersebut diatur dalam Pasal 35 UU ITE.  
Berbagai macam klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa semakin 
kompleksitasnya tindak pidana siber saat ini. Hal tersebut terjadi juga 
seiring dengan perkembangan teknologi. Dalam kasus Baiq Nuril yang 
menjadi objek penelitian berdasarkan klasifikasi itu maka tergolong 
sebagai klasifikasi pelanggaran konten Ilegal (Indecent Materials/Ilegal 
Content). Baiq Nuril diangap bersalah menyebarkan rekaman pembicaraan 
yang memuat konten asusila. Urian dalam bagian ini tentu bertujuan untuk 
memberikan batasan arti dan klasifikasi khususnya dalam pokok masalah 
kasus Baiq Nuril. 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Pornografi 
1. Pengertian Pornografi 
Dalam Encylopedia Britanica disebutkan bahwa porngraphy 
adalah “The representation or erotic behavior, as in book, picture, or 
video, intended to cause sexual exticement” (suatu pengungkapan atau 
tingkah lalu yang erotik seperti di dalam buku-buku, gambar-gambar, 
dalam video-video, yang ditunjukan untuk menimbulkan kegairahan 
seksual). Istilah pornografi bersal dari dua kata, yakni pornos dan grafi, 
Promos artinya suatu perbuatan yang asuslisa (berkaitan dengan seksual), 




menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat susuila atau 
menyerang rasa kesusilaan masyarakat.
38
 




a. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau 
tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; 
b. Bahan bacaan yang dengan sengaja semata-mata dirancang 
untuk membangkitkan nafsu birahi dan seks. 
 
Beberapa ahli juga memberikan pengertian tentang pornografi, HB. 
Jassin mengartikan pornografi merupakan setiap tulisan atau gambar yang  
ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual.  
Pomografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke  
daerat-daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar. 
Kemudian Arief Budiman mengemukakan bahwa pomografi adalah 
sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak 
pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.
40
 Lebih lanjut Wriono 
Prodjodikoro mengemukakan bahwa pomografi adalah tulisan, gambar 
atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan 




Penggunaan istilah pomografi dapat dijumpai dalam beberapa 
situasi,  yaitu sebagai berikut: 
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a. Pornografi sebagai media atau produk media. Ini adalah 
penggunaan istilah yang  paling baku dan formal. Contoh pada 
kalimat media-media pornografi sangat berbahaya bagi moral 
masyarakat; 
b. Pornografi sebagai kata sifat yang mengandung nilai-nilai 





Pengertian pornografi yang bersifat luas atau abstrak dan tidak 
digunakannya istilah tertentu dalam KUHP yang menyebabkan beberapa 
kasus pornografi tidak dapat dijerat, karena pasal-pasal tersebut dinilai 
tidak jelas dan multitafsir. Karena itu, pada tahun 2008 lahir Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) yang 
merumuskan delik yang berkaitan dengan  pomografi. Pasal 1 angka 1 UU 
Pornografi tercantum pengertian pornografi sebagai berikut: 
“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, 
bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, 
atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media 
komunikasi dan/atrau pertuniukan di muka umum, yang memuat 
kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma 
kesusilaan dalam masyarakat.” 
 
Dalam berbagai pengertian tersebut, pengertian yang dipilih 
sebagai batasan arti khususnya pengertian yang kemukakan oleh ahli 
adalah pengertian pornografi dari Wriono Prodjodikoro dan Arief 
Budiman, kedua pengertian pornografi yang disajikan dirasa lengkap 
karena memuat unsur-unusur pokok didalamnya, yang mengartikan bahwa 
pornografi sebagai objek apapun yang mengandung persoalan seksual 
yang tidak pantas  diungkapkan secara terbuka kepada umum. Pengertian 
secara yuridis yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian hukum ini 
jelas mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU Pornografi. Urian ini disajikan 
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guna untuk menjawab persoalan mendasar dalam kasus Baiq Nuril 
mengenai ada tidaknya aspek kesusilaan dalam rekaman pembicaraan 
yang dipermasalahkan. 
2. Pengaturan Pornografi Online (Cyberporn) 
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Delik kesusilaan dalam KUHP Indonesia pengaturannya dibagi 
dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku ll Bab XIV tentang 
Kejahatan terhadap  Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-300 
KUHP. Sementara dalam Buku lll tentang Pelanggaran Kesusilaan 
diatur dalam Bab Vl Pasal 532-547 KUHP. 
Kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP, 
meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut: 
1) melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281 KUHP); 
2) menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan 
sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar 
kesusilaan/bersifat pornografi (Pasal 282-283 KUHP); 
3) melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan 
dengan melakukan atau memudahkan perbuatan cabul dan 
hubungan seksual (Pasal 284-296 KUHP); 
4) perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 
297 KUHP); 
5) berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan 




6) berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300 
KUHP). 
Sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam 
pelanggaran  kesusilaan yang diatur dalam Buku III KUHP (Pasal 532-
547) adalah  sebagai berikut: 
1) mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat 
porno (Pasal 532-535 KUHP); 
2) berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-
539  KUHP); 
3) berhubungan dengan perlakuan tindak susila terhadap hewan 
(Pasal 540, 541, dan 544 KUHP); 
4) meramal nasib/mimpi, menjual dan sebagainya jimat-jimat, 
benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu 
kesaktian, dan memakai jimat sebagai saksi di persidangan 
(Pasal 545-647 KUHP) 
b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 
Dalam UU pornografi terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan 
dengan Informasi dan Transaksi elektronik terkait dengan pembuatan 
penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Pasal-pasal tersebut 
diantarnya adalah: 
Pasal 1 Angka 2: 
“Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang 
disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui 
pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, 
telepon, internet dan komunikasi elektronik lainnya serta surat 





Pasal 18 huruf (a) 
“Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan 
produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran 
pornografi melalui internet;”  
 
Pasal 19 huruf (a) 
“Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan 
produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran 
pornografi melalui internet di wilayahnya;”. 
 
Pasal 24 
“Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti 
dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:  
a. barang yang  memuat tulisan atau gambar dalam bentuk 
cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun 
bentuk penyimpanan data lainnya; dan 




(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang 
membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data 
elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan 
internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data 
elektronik lainnya. 
(2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, 
atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban 
menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta 
penyidik. 
(3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan 
elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data 
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak 
menerima tanda terima penyerahan atau berita acara 
pembukaan data elektronik dari penyidik. 
 
Pasal 26 
“Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 dan mengirim turunan berita acara 
tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa 






(1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang 
sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara. 
(2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang 
sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus. 
(3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua 
tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib 
merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah 
jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang 
dimusnahkan atau dihapus. 
 
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaski Elektronik juntco Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
Dalam UU ITE pengaturan terkait dengan tindak pidana 
pornografi atau pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) 
UU ITE yang menyatakan: 
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” 
 
Pasal tersebut mengatur rumusan khusus yang bersifat ekstensif 
yaitu kata „mendistribusikan‟ dan/atau „mentransmisikan‟ dan/atau 
„membuat dapat diaksesnya‟. Yang dimaksud dengan 
“mendistribusikan” dalam hal ini adalah mengirimkan dan/atau 
menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. 
Kemudian “mentransmisikan” diartikan mengirimkan Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu 
pihak lain melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud 




mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang 
menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
dapat diketahui pihak lain atau publik.
43
 
Dalam Pasal 27 ayat (1) terdapat frasa “muatan yang melanggar 
kesusilaan” yang menegaskan larangan mengenai perbuatan asusila 
melalui UU ITE. Aturan ini tentu berkaitan dengan delik pornografi 
melalui jejaring sosial atau internet sebagaimana akan panulis teliti. 
Kemudian sanksinya diatur dalam Pasal  45 ayat 1 Perubahan UU ITE: 
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 
 
Tinjauan mengenai pornografi disajikan untuk menjawab isu 
hukum dalam kasus Baiq Nuril khususnya berkaitan dengan dugaan 
pelanggaran kesusilaan dalam pembuatan dokumen elektronik berupa 
rekaman percakapan. Tinjauan pornografi ini dapat menjawab dalam 
bentuk yang bagaimana percakapan itu dapat dikategorikan sebagai 
melanggar kesusilaan atau pornografi. 
 
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan 
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan 
Menurut Sudikno Mertokusumo arti putusan hakim adalah suatu 
pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang 
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untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau 
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.
44
 Dalam 
peradilan pidana, Pasal 200 KUHAP memberikan arti bahwa putusan 
pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 
pengadilan yang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas 
dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut tata cara yang diatur 
dalam KUHAP. 
Berdasarkan arti yang ditentukan KUHAP tersebut terdapat 2 (dua) 
hal, yaitu mengenai tata cara pengucapan putusan dan bentuk-bentuk 
putusan  pengadilan. Pertama, dalam hal tata cara pengucapan putusan 
definisi tersebut mengatakan bahwa putusan tersebut harus diucapkan oleh 
Majelis hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bila hal tersebut 
tidak dilakukan, maka putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum. Kedua, putusan akhir dalam definisi ini terdiri dari 3 
(tiga) macam, yaitu: putusan pemidanaan, putusan bebas dari dakwaan, 
dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Terkait bentuk-bentuk 
putusan ini akan diuraikan lebih lengkap dalam uraian berikutnya. 
Pada dasarnya putusan pengadilan dibagi menjadi 2 (dua) jenis. 
Pertama adalah putusan akhir atau eind vonnis, yang menurut definisi 
gramatikalnya merupakan putusan yang mengakhiri perkara. Putusan akhir 
baru dapat dijatuhkan bilamana telah dilalui proses persidangan yang 
dimulai dari pernyataan persidangan terbuka untuk umum sampai  
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Jenis putusan inilah yang didefinisikan 
oleh KUHAP sebagai putusan pengadilan. Kedua, putusan yang bukan 
putusan akhir, jenis putusan ini diajukan sebelum persidangan berakhir, 
dapat berupa penetapan atau putusan sela (tussen vonnis) sebagaimana 
diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Adapun jenis-jenis putusan yang 
berkaitan dengan permohonan kasasi atau peninjauan kembali secara 
umum terbagi atas 3 (tiga) jenis, yakni putusan yang menyatakan 
permohonan tidak dapat diterima, putusan yang menyatakan permohonan 
ditolak, dan putusan yang menyatakan permohonan diterima. 
Pengertian putusan dalam penelitian ini adalah putusan yang 
dikeluarkan oleh hakim dalam proses peradilan yang vonis untuk 
mengakhir sebuah kasus pidana. Uraiakan ini dipaparkan untuk 
memberikan batasan makan terhadap putusan pengadilan. 
2. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan Menurut Sifatnya 
a. Putusan Pemidanaan 
Pengaturan terkait putusan pemidanaan ini terdapat dalam Pasal 
193 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut mengatur bahwa bila pengadilan 
berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. 
Rumusan pasal tersebut mendapat catatan kritis dari para ahli, Andi 
Hamzah dan Irdan Dahlan mengatakan bahwa seharusnya setelah kata 
“kepadanya” ditambahkan dengan “dan merupakan perbuatan yang 
dapat dipidana.” Hal ini disebabkan karena ada perbuatan yang telah 
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terbukti dengan sah dan meyakinkan tetapi tidak dapat dipidana misal 




Putusan pemidanaan menurut Yahya Harahap sebagai ukuran 
dapat dibuktikannya suatu perbuatan dan kesalahan terdakwa maka 
proses pembuktian harus memenuhi 2 (dua) asas, yaitu memenuhi asas 
pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk 
Bewijstheorie) dan memenuhi asas batas minimum pembuktian.
47
 
b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum 
Putusan lepas sari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 
ayat (2) KUHAP. Putusan berupa pelepasan terdakwa dijatuhkan bila 
pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak 
pidana. Sebagai contoh misalnya adanya suatu hubungan keperdataan 
yang terkait dengan masalah wanprestasi yang oleh penuntut umum 
malah dibawa kedalam persidangan pidana. Hal ini disebabkan karena 
penuntut umum menilai perkara tersebut termasuk dalam lingkup 
tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 387 KUHP. 
Putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga dapat dijatuhkan 
bilamana terdapat unsur-unsur penghapus pidana, baik unsur 
penghapus umum atau unsur penghapus khusus, baik yang 
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menyangkut perbuatannya sendiri ataupun menyangkut diri pelaku. 
Unsur-unsur penghapus pidana secara umum oleh doktrin dibagi 
menjadi dua jenis berbeda, yaitu yang menjadi alasan pemaaf 
(schulduitsluitingsgrond) dan yang menjadi alasan pembenar  
(rechtsvaardigingsgrond).
48
 Yahya Harahap berpendapat bahwa apa 
yang dimaksud dengan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum 
dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu: 
1) Segi Pembuktian 
Putusan lepas dapat dijatuhkan bila apa yang didakwakan 
kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dari 
kualifikasi pembuktian negatif menurut undang-undang 
maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur 
Pasal 183 KUHP. Meskipun demikian, perbuatan yang 
terbukti itu tidak merupakan tindak pidana. Artinya 
perbuatan tersebut tidak diatur dan tidak berada dalam 
lingkup hukum pidana tapi berada dalam lingkup hukum 
lain. 
2) Penuntutan 
Pada hakekatnya terjadi karena apa yang didakwakan kepada 
terdakwa bukan merupakan perbuatan tindak pidana, atau 




Sebagai konsekuesi dari dijatuhkannya putusan lepas dari 
tuntutan hukum ini, maka terdakwa tidak menjalani hukuman atau 
tidak dapat dipidana.
 
Sehingga bilamana sebelum putusan dijatuhkan 
putusan telah berstatus tahanan, maka dalam risalah putusan harus 
dibarengi dengan perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan 




c. Putusan Berupa Pembebasan dari Segala Dakwaan 
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Putusan bebas dari segala dakwaan atau pembebasan terdakwa
 
atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum
 
merupakan istilah yang 
berasal dari bahasa Belanda yaitu “Vrijspraak”.
51
 Menurut Pasal 191 
ayat (1) KUHAP, putusan bebas dari segala dakwaan adalah putusan 
pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil 
pemeriksaan persidangan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 
didakwakan kepadanya dinyatakan tidak dapat dibuktikan secara sah 
dan meyakinkan. 
Menurut Yahya Harahap dengan bertitik tolak dari Pasal 183 
KUHAP yang dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP bahwa 
putusan bebas dari segala dakwaan salah satunya adalah tidak 
memenuhi asas batas minimum pembuktian. Terdapat beberapa alasan 
sehingga dikatakan demikian, yaitu:  
1) Kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan sama 
sekali tidak terbukti. Semua alat bukti yang diajukan di 
persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, 
surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa tidak dapat 
membuktikan kesalahan terdakwa. 
2) Secara nyata hakim menilai pembuktian terhadap kesalahan 
yang didakwakan kepada terdakwa tidak memenuhi 
ketentuan batas minimum pembuktian. Misal: alat bukti 
yang diajukan hanya seorang saksi yang kemudian otomatis 
bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang 
menegaskan adanya prinsip unus testis nullum testis 
(seorang saksi bukan saksi). 
3) Dapat didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu 
tidak didukung oleh keyakinan hakim sehingga meskipun 
secara formal dapat dinilai cukup terbukti, tidak dapat  
membuat kesalahan terdakwa tersebut terbukti secara sah 
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3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan 
a. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumen atau 
alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang 
menjadi dasar sebelum memutus perkar. Lilik Mulyadi mengemukakan 
bahwa: 
“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan 
terdahra tersebut memenuhi dan sesuaidengan delik yang 




Lebih lanjut Rusli Muhammad mengemukakan bahwa 
pertimbangan hukum yang menyangkut pertimbangan yuridis meliputi 
antara lain: 
1) Dakwaaan Jaksa Penuntut Umum 
Dakwaan menjadi hal yang paling mendasar dalam 
pemeriksaan di persidangan. Dakwaan ini berisi identitas 
terdakwa serta uraian tindak pidana yang didakwakan 
dilengkapi locus dan tempus delicti (tempat dan waktu 
terjadinya tindak pidana). Adapun dakwaan yang dapat 
menjadi bahan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang 
dibacakan di depan sidang pengadilan. 
2) Keterangan Saksi 
Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti sah yang 
diakui oleh undang-undang.
 
Keterangan saksi dapat 
dijadikan sebagai pertimbangan yuridis oleh hakim 
sepanjang sesuai dengan ketentuan. Keterangan tersebut 
antara lain harus mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 
dengar, lihat, dan alami sendiri. Keterangan tersebut harus 




3) Keterangan Terdakwa 
Keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang 
ditentukan KUHAP
 
sehingga wajar bila dijadikan salah satu 
bahan pertimbangan hakim. Keterangan terdakwa adalah 
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pernyataan terdakwa mengenai perbuatan yang ia lakukan, 
ketahui, atau alami sendiri. 
4) Barang-Barang Bukti 
Yang dimaksud barang bukti disini adalah semua benda 
yang berkaitan dengan tindak pidana, dapat dikenakan 
penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan 
sidang pengadilan. Adapun jenis barang bukti yang dapat 
dipertimbangkan oleh hakim adalah barang bukti yang 
sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa. 
5) Ketentuan Hukum (Pasal) dalam Hukum Pidana 
Pasal-pasal yang dimaksud disini adalah pasal-pasal yang 
terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut 
umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana 
yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, bila 
dinyatakan terbukti unsur-unsur di dalamnya, dapat 




Setelah dilakukan proses pembuktian, maka jaksa penuntut 
umum kemudian mengajukan tutntutan (requisitor) dan terdakwa akan 
mengajukan pembelaan (pledoi). Terhadap dua hal tersebut, terdapat 
beberapa bentuk tanggapan dan pertimbangan majelsi hakim, yakni: 
1) Majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan 
secara detail, terperinci dan substansial terhadap tuntutan 
pidana dan pledoi. 
2) Majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan 
secara selintas saja terhadap tindak pidana yang diajukan 
oleh jaksa penuntut umum dan pledoi dari terdakwa 
dan/atau kuasa hukumnya. 
3) Majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan 
mempertimbangkannya terhadap tuntutan pidana yang 





b. Pertimbangan Non-Yuridis 
Muhammad Rusli mengemukakan bahwa pertimbangan hakim 
yang bersifat non yuridis dapat berupa latar belakang perbuatan 
terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan 
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sosial ekonomi terdakwa, bahkan faktor agama serta keyakinan 
terdakwa.
56
 Lebih lanjut Lilik Mulyadi mengemukakan beberapa hal 
lain yang dapat menjadi pertimbangan non yuridis yang diajukan 
hakim, antara lain berupa aspek psikologis atau kejiwaan terdakwa, 
faktor lingkungan sosial/milieu, faktor edukatif dan agamis/religius 
dimana terdakwa bertempat tinggal atau dibesarkan.
57
 Dalam Pasal 5 
ayat (1) UU Kekuasaaan Kehakiman diterangkan dengan jelas bahwa: 
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat.” 
Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa jelas ada „kewajiban‟ 
hakim dalam memutus suatu perkara sesuai dengan hukum dan rasa 
keadilan dalam masyarakat. Hal demikian tentu tidak dapat diterapkan 
dengan satu sudut pandang atau satu pencarian kebenaran tunggal, 
yakni pertimbangan yuridis semata. Hakim harus dapat menggali aspek 
sosiologis, filosofis, dan yuridis dalam setiap perkara. Pertimbangan 
non yuridis ini sangat diperlukan, terutama dalam hal menentukan 
beratnya pidana yang dijatuhkan bilamana hakim menilai perbuatan 
dan kesalahan terdakwa terbukti. Dalam amar putusan, pertimbangan 
non yuridis ini seringkali dirumuskan sebagai hal-hal yang 
memberatkan atau meringankan. 
Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di 
Indonesia, M. H. Tirtaamidjaja mengutarakan cara hakim dalam 
menentukan suatu hukuman kepada terdakwa, sebagai hakim ia harus 
berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat 
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dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. 
Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan: 
1) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran  
pidana yang berat atau ringan); 
2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu; 
3) Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana 
itu (yang memberatkan dan meringankan); 
4) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah 
berulang-ulang dihukum (recidivist) atau seorang penjahat 
untuk satu kali ini saia, atau apakah ia seorang yang masih 
muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi; 
5) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana; 
6) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu; 
7) Kepentingan umum (hukum pidana diadakan untuk  
melindungi kepentingan umum, yang dalam keadaan-





Kedua pertimbangan tersebut, baik pertimbangan yuridis 
maupun pertimbangan non yuridis secara definitif tidak ditemukan 
dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP pun hanya mengatur 
secara garis besar mengenai pertimbangan tersebut dalam Pasal 197 
ayat (1) butir d bahwa: 
“Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun 
secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat 
pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang 
menjadi dasar penetapan kesalahan  terdakwa” 
 
Secara garis bersar tinjauan ini dipaparkan untuk memberikan 
batasan arti dan ruang lingkup mengenai apa yang dimaksud dengan 
putusan. Uraian ini perlu disajikan mengingat objek kajian dalam 
penelitian ini fokus utama adalah putusan pengadilan, khususnya 
putusan dalam kasus Baiq Nuril. 
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E. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan 
Dengan Hukum 
Perempuan mempunyai posisi yang khas di dalam setiap masyarakat dan 
negara-negara di dunia. Meskipun kontribusi yang telah mereka berikan dapat 
dirasakan hampir di seluruh lingkup kehidupan sehari-hari, namun mereka 
seakan-akan menderita dalam ketiadaan dan menjadi kelompok dalam posisi 
yang seringkali tidak menguntungkan dalam menghadapi berbagai halangan 
dan rintangan. Walaupun perempuan telah memperoleh status sosial yang 
cukup mulia, namun mereka masih harus tetap diberikan kemampuan yang 
lebih di bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi.
59
 
Jika dilihat dari sejarahnya, maka konsep dan paradigma hak asasi 
perempuan merupakan hasil perjuangan yang panjang sehingga tidak adanya 
definisi tunggal dan jelas tentang hak-hak asasi manusia arena konsep hak 
asasi manusia terus berkembang dan tidak ststis. Sama halnya dengan definisi 
HAM, maka tidak ada definisi khusus yang dapat dijadikan acuan bagi hak-
hak perempuan baik dalam deklarasi, konvensi hak sipil dan politik maupun 
kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya. Hampir semua instrumen tersebut 
secara implisit memasukkan perempuan dalam konteks persamaan.
60
 
Perjuangan untuk memasukkan nilai-nilai perempuan dalam konsep 
HAM didasarkan pada kenyataan bahwa pelanggaran Hak Asasi Perempuan 
oleh struktur masyarakat yang patriaki di berbagai bidang kehidupan masih 
banyak terjadi. Pembagian peran secara seksual yakni yang menempatkan 
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perempuan dirumah (sektor domestik atau sektor privat) dan laki-laki diuar 
rumah (sektor publik) menyebabkan terbatasnya akses perempuan terhadap 
sumber daya, ekonomi, sosial dan politik. Dengan dasar yang demikian itu 
maka sudah selayaknya hak-hak perempuan perlu diperhatikan dalam setiap 
kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Isu mengenai ketimpangan hak terhadap perempuan telah direspon oleh 
dunia Internasional melalui The Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvensi Wanita). CEDAW 
diakui sebagai aturan yang diharapkan mampunmelindungi perempuan dari 
tindakan kekerasan dan sikap keberpihakan pada jenis kelamin tertentu. 
CEDAW juga diyakini sebagai payung hukum yang berupaya menghapus 
diskriminasi terhadap perempuan yang berawal dari pemahaman sepihak 
mengenai hak dan kewajiban sebagai manusia yang pada hakikatnya 
diciptakan sama oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia mau 
meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19844 tentang 
pengesahan konvensi mengenai penghapusan terhadap segala bentuk 
diskriminasi terhadap wanita. Ratifikasi CEDAW disusun sesuai dengan 
kebutuhan zaman dan didorong oleh kondisi sosial dan kultural di Indonesia 
yang telah mengubah segala bentuk relasi laki-laki dan perempuan.
61
 
Berbicara mengenai hak-hak perempuan tentu tidak hanya dapat dilihat 
dalam satu intrumen pokok seperti CEDAW, melainkan harus melihat di 
banyak peraturan perundangan-undangan, mengingat pengakuan hak 
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perempuan itu saat ini mulai tersebar diberbagai sektor. Hak-hak yang tersebar 
diberbagai sektor itu secara garis besar terbagai dalam lima 5, antara lain:
62
 
1. Hak dalam ketenagakerjaan 
2. Hak dalam bidang kesehatan 
3. Hak yang sama dalam pendidikan 
4. Hak dalam perkawinan dan keluarga 
5. Hak dalam kehidupan publik dan politik 
Mengingat keluasan dan banyak hak-hak perempuan, maka dalam 
penelitian ini diambil satu bagian dari sekian banyak hak perempuan, yakni 
hak perempuan berhadapan dengan hukum. Yang dimaksud dengan peremuan 
berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, 
perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai 
pihak.
63
 Dalam Buku Saku Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 
Berhadapan dengan Hukum tertuang secara implisit hak-hak perempuan, 
antara lain: 
1. Hak untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan gender 
2. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan 
harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan 
kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan. 
3. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan 
4. Hak bebas dari pertanyaan menjerat 
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5. Hak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan 
putusan pengadilan 
6. Hak mendapat pendampingan 
7. Hak dirahasiakan identitasnya 
8. Hak mendapat nasehat hukum 
9. Hak mendapat penerjemah 
10. Hak mendapat restitusi 
11. Hak atas pemulihan 
Berbagai hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum tersebut 
menjadi prinsip untuk menganalisis permasalahan yang diangka dalam 
penelitian hukum ini, dengan melihat apakah dalam proses persidangan kasus 
Baiq Nuril apakah terdapat hak-hak yang dilanggar. Hak-hak yang disebutkan 
di atas tentu tidak terlanggar seluruhnya meningat Baiq Nurul dalam kasus ini 
diposisikan dalam putusan sebagai pelaku dan dalam sudut pandang lain 
menjadi korban yang seharunya dilindungi. Atas adanya tinjauan umum ini 
diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum mengenai hak-hak 
peremuan, khsusunya hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. 
 
F. Tinjauan Umum Tentang Hukum Progresif 
1. Latar Belakang Pemikiran Hukum Progresif 
Lahirnya „hukum progresif‟ tidak dapat dilepaskan dari sosok 
intelektual hukum yang sangat bersahaja, yakni „Satjipto Rahardjo‟. 
Memahami Hukum Progresif bukanlah semudah namanya, karena 




munculnya gagasan tersebut. Hukum Progresif lahir berawal dari 
kegelisahan beliau bahwa setelah 60 tahun usia Negara hukum, terbukti 
tidak kunjung mewujud suatu kehidupan hukum yang lebih baik. Bertolak 
dari kenyataann pahit mengenai kehidupan dan peranan hukum yang ia 
konstatir maka muncullah keinginan untuk kembali kepada fundamental 
hukum di negeri ini. Bahkan beliau memikirkan kemungkinan adanya 
kekeliruan atau kekurangtetapan dalam memahami (understanding) 
fundamental hukum tersebut sehingga perkembangan hukum tidak dapat 
diarahkan kepada yang benar.
64
 Para pengamat, termasuk pengamat 
internasional telah banyak mengutarakannya dalam berbagai ungkapan 
yang „negatif‟ terakit sistem ataupun kondisi hukum Indonesia. Tidak 
berhenti pada pengamat, rakyat pada umumnya juga berpendapat 
demikian, kendatipun mereka tidak menguraikan sebagai ungkapan yang 
jelas dan ilmiah, namun mereka mengalaminya dalam kehidupan sehari-
hari, seperti kelemahan mereka ketika berhadapan dengan hukum dan 
keunggulan orang kuat yang cenderung lolos dari hukum (the haves 
always come out a head).
65
   
Semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat 
untuk mencari keadilan (searching of justice), melainkan menjadi lembaga 
yang berkutat pada aturan maindan prosedur. Hukum kemudian dipahami 
semata-mata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan 
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 Gagasan hukum progresif juga didasari oleh 
keprihatinan terhadap kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia dalam 
untuk turut mencerahkan bangsa ini untuk keluar dari krisis, termasuk di 
bidang hukum. Ilmu hukum progresif adalah tipe ilmu yang selalu gelisah 
melakukan pencarian dan pembebasan.
67
 
Buah pemikiran Satjipto Rahardjo yang dituangkan terus bergulir 
sepanjang perjalanan kehidupannya seiring dengan muncul dan 
tenggelamnya kasus-kasus di tanah air. Upaya beliau untuk mencerahkan 
pemikiran generasi muda agar pola pikir dalam memahami dan mengkaji 
kasus hukum utamanya juga menggunakan pendekatan sosiologis. 
Pencerahan tersebut dilakukan di kalangan penegak hukum yang sehari-
hari bekerja di dunia hukum agar mereka mempunyai pandangan yang 
menyeluruh (the hole complexs) dalam memeriksa sampai memutuskan 
perkara hukum.
68
 Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran 
visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling 
berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. 
Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya 




Lahirnya gagasan hukum progresif tidak terlepas dari kritik 
problem realitas hukum yang berakar dari berbagai pemikiran dalam ilmu 
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hukum. Dari berbagai tulisan Satjipto Rahardjo, mulai dari buku, artikel, 
dan bahan ajar kuliah tentu terlihat bahwa pemikiran beliau bersadar dari 
pemikiran besar hukum, seperti Legal realism dan freirechtlehre, aliran 
Sociological Jurisprudence, gerakan Critical Legal Studies (CLS), 
pemikiran Roscoe Pound, Philippe Nonet dan Philip Selzmick, dan 
Charles Sampford.
70
 Beragam pemikiran tersebut tampak pada wacana-
wacana yang dikemukakan oleh beliau yang kemudian dirangkum dan 
dikenal dengan istilah “asumsi-asumsi dasar hukum progresif”. 
2. Asumsi-Asumsi Dasar Hukum Progresif 
Hukum progresif bertumpu pada manusia membawa konsekuensi 
pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain 
untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, 
juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. 
Terobosan-terobosan hukum inilah yang dapat diharapkan dapat 
mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, untuk 
membuat kebahagian manusia. Kreativitas penegak hukum dalam 
memaknai hukum tidak akan berhenti pada mengeja undang-undang, tetapi 
menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. 
Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan 
kemanusiaan berarti harus peka dan responsif terhadap tuntutan sosial.
71
 
Sebagai upaya penghormatan, berikut akan dilakukan upaya untuk 
merangkum berbagai prinsip atau asumsi dasar gagasan hukum progresif. 
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Pertama, hukum progresif bertolak dari padangan bahwa “hukum 
untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Hukum diberi makna 
sebagai institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan 
yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
72
 Asumsi ini 
bermaksud bahwa kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, 
melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Oleh karena itu, ketika 
terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan 
diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk masuk ke dalam 
skema hukum.
73
 Dengan demikian dapat dipahami bahwa pandangan ini 
tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, 
melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. 
Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada 
untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. 
Hukum Progresif menempatkan perilaku (manusia) jauh lebih 
penting sebagai faktor signifikan dalam  berhukum daripada peraturan-
peraturan yang tidak lain adalah teks-teks.
74
 Menurut Satjipto Rahardjo, 
teks-teks hukum itu tidak dapat sepenuhnya dipercaya sebagai representasi 
kehidupan hukum yang otentik. Yang lebih otentik adalah perilaku, sebuah 
entitas di mana hukum itu berada. Dengan perilaku manusia, hukum 
menjadi hidup.
75
 Perlu dicatat bahwa, Satjipto Rahardjo tidak menafikan 
norma hukum positif, hukum positif (undang-undang) tetap diperlukan, 
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namun bukan dalam arti sepenuhnya, ketat, tunduk tanpa reserve. 
Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku 
(rules and behavior). 
Kedua, hukum progresif menganggap bahwa hukum bukan 
merupakan institusi yang mutlak serta final, melainkan selalu dapat 
berubah dan terus mengalir, karena hukum selalu berada dalam proses 
terus menjadi (law as a process, law in the making).
76
 Sebagai proses 
„menjadi‟, Satjipto Rahardjo mengatakan: 
“Hukum adalah intitusi yang secara terus menerus membangun dan 
mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang 
lebih baik. Kualitas kesempurnaannya dapat diverifikasikan ke 





Gagasan hukum dalam proses menjadi yang cukup menarik pikiran 
tersebut kemudian ingin dijadikan sebagai identitas faktual aplikasi hukum 
progresif dalam aspek praksis penegakan hukum. Artinya, proses 
penegakan hukum tidak lagi harus terkungkung pada logika peraturan 
kaku yang membelenggu para penegak hukum, melainkan dalam “terang 
kebebasan progresif berhati nurani.” Dengan menggunakan “kecerdasan 
spiritual”, para penegak hukum dapat melakukan agenda aksi terobosan-
terobosan progresif terhadap kemacetan penegakan hukum.
78
 
Ketiga, hukum progresif bersifat membebaskan. Hukum progresif 
menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam berhukum. 
Mempertahankan status quo sama halnya berhukum dengan cara yang 
positivistik legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau 
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merumuskan seperti itu, kita tidak dapat berbuat banyak, kecuali 
hukumnya dirubah lebih dulu.
79
 Karena itu, proses “menjadi” yang 
disebutkan di atas harus berujung pada pembebasan realitas hukum 
positivistik liberal modern menjadi realitas berhukum seperti yang dicita-
citakan oleh hukum progresif. Ini yang dimaksud oleh Satjipto Rahardjo 
dengan “hukum yang membebaskan” itu, yaitu hukum progresif ingin 
membebaskan diri dari kungkungan masif hukum modern model liberalis-
kapitalistik yang melahirkan begitu banyak gejolak.
80
 Yang juga ingin 
dibebaskan ialah keterikatan pada status quo, yaitu semua hal yang 
menjadikan manusia sebagai “budak hukum yang kaku”.
81
 
Secara lebih sederhana makna “pembebasan” dapat diartikan 
melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam 
hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk 
menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi 
tidak ada rekayasan atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab 
menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan 
kesejahteraan bagi semua rakyat.
82
 Sifat pembebasan yang dimaksud ini 
buan berarti menjurus kepada tindakan anarki, sebab apapun yang 
dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan keadilan 
serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan saja. Di sinilah 
hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani 
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ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali 
paradigma pembebasan itu. Dengan begitu, asumsi hukum progresif  
bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat 
hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, 
pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya. 
Keempat, hukum progresif lebih berorientasi sosiologis. Hukum 
Progresif menolak pendangan rechtsdogmatiek dan analytical 
jurisprudence. Dua aliran ini disebutnya sebagai aliran-aliran yang sibuk 
dengan pembicaraan tentang hukum sebagai bangunan aturan-aturan.
83
 
Hukum progresif dekat dengan pandangan sociological jurisprudence 
Rosecou pound, namun perlu dicatat itu bukan satu-satunya. Menurut 
Satjipto Rahardjo bekerjanya hukum lebih efektif daripada isinya yang 
abstrak, hukum sebagai lembaga sosial dapat dikembangkan melalui usaha 
manusia dan menganggap sebagai kewajiban mereka untuk menemukan 
cara-cara terbaik dalam memajukan dan mengarahkan usaha itu.
84
  
Selain itu, pandangan hukum progresif juga dekat dengan tipe 
hukum reponsif dari Nonet dan Selznick yang berharap dan menjadikan 
hukum lebih repons terhadap realitas. Ini tentu saja dapat dipahami, ketika 
misalnya hukum progresif juga mengutamakan keadilan substantif dan 
terintegrasinya aspirasi hukum dan politik. Bagi Satjipto Rahardjo, hukum 
seharusnya mengalir dari hukum an sich, dan sumber hukum tidak hanya 
formal dari negara, melainkan juga dari kebiasaan/masyarakat.
85
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Terkait dengan asums-asumsi dasar atau prinsip hukum progresif 
tersebut, secara lebih jelas dan lengkap serta mempermudah proses 
pembacaan maka uraian identifikasi hukum progresif yang disusun oleh 
Yudi Kristiana merupakan hal yang tidak dapat dilewatkan begitu saja, ia 






No Identifikasi Keterangan 
1 Asumsi 1. Hukum untuk manusia, bukan manusia 
untuk hukum; 
2. Hukum bukan institusi yang mutlak dan 
final tetapi selalu dalam proses menjadi 
(law as a process, law in the making) 
2 Tujuan Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia 
3 Spirit 1. Pembebasan terhadap tipe, cara berfikir, 
asas dan teori yang selama ini dipakai 
(mendominasi) 
2. Pembebasan terhadap kultur penegakan 
hukum (administration of justice) yang 
berkuasa dan dirasa menghambat hukum 
dalam menyelasaikan persoalan. 
4 Progresivitas 1. Bertujuan untuk kesejahteraan dan 
kebahagiaan manusia dan oleh karenanya 
memandang hukum selalu dalam proses 
untuk menjadi (law in the making). 
2. Peka terhadap perubahan yang terjadi di 
masyarakat, baik lokal, nasional maupun 
global. 
3. Menolak status quo manakala menimbulkan 
dekadensi suasana korup dan sangat 
merugikan kepentingan rakyat, sehingga 
menimbulkan perlawanan dan 
pemberontakan yang berujung pada 
penafsiran progresif hukum 
5 Karakter 1. Kajian hukum progresif berusaha 
mengalihkan titik berat kajian hukum yang 
semula menggunakan optik hukum menuju 
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2. Hukum progresif secara sadar menempatkan 
kehadirannya dalam hubungan erat dengan 
manusia dan masyarakat, meminjam istilah 
Nonet dan Selznick bertipe responsive 
3. Hukum progresif berbagi faham dengan 
legal realism karena hukum tidak dipandang 
dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan 
dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang 
ingin dicapai dan akibat yang timbul dari 
bekerjanya hukum 
4. Hukum progresif memiliki kedekatan 
dengan sociological jurisprudence dari 
Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak 
hanya sebatas pada studi tentang peraturan 
tetapt keluar dan melihat efek dari hukum 
dan bekerjanya hukum 
5. Hukum progresif memiliki kedekatan 
dengan teori hukum alam, karena peduli 
terhadap hal-hal yang “meta juridica” 
6. Hukum progresif memiliki kedekatan 
dengan  critil legal studies namun 
cakupannya lebih luas. 
 
 
3. Penegakan Hukum Progresif 
Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum selalu melibatkan 
manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum 
tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu 
mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum 
dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya 
untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan 
kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi 
persyaratan tertentu dan sebagainya.
87
 Penegakan hukum pada hakekatnya 
merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep 








yang sifatnya abstrak menjadi kenyataan, termasuk ide tentang keadilan, 
kebenaran, dan kepastian hukum.
88
 
Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya 
dibuat atau diciptakan. Perumusan pikiran pembuat hukum yang 
dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana 
penegakan hukum itu dijalankan.
89
 Penegakan hukum membutuhkan 
institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Tiap-
tiap institusi bekerja dengan saling mempengaruhi untuk merealisasikan 
tujuan hukum. Oleh karena itu, maka penegakan hukum tidak bekerja 
dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi 
dengan lingkup sosial yang lebih besar. 
Upaya-upaya progresif dalam penegakan hukum mendorong 
Satjipto Rahardjo melahirkan konsep Penegakan Hukum Progresif. 
Penegakan Hukum Progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar 
menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), 
melainkan menurut semangat dan makna lebih mendalam (to the very 
meaning) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya 
dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. 
Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh 
determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan 
disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa 
dilakukan.
90
 Para hakim tidak boleh hanya sekedar menjadi corong 
undang-undang (la bouche dela loi) dan tradisi konvensional yang 
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menghambat kreatifitas dalam mewujudkan keadilan. Putusan hakim 
dikatakan progresif bila hakim tidak semata-mata sebagai corong undang-
undang dan putusan tersebut tidak hanya bersifat legalistik saja. 
Berfikir secara progresif, menurut Satjipto Raharjo berarti harus 
berani keluar dari pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan 
hukum dalam posisi yang relatif. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan 
dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Menuju cara berhukum 
Progresif adalah suatu kerelaan dan kesediaan untuk membebaskan diri 
dari paham legal-positivistis. Ide tentang pembebasan diri tersebut 
berkaitan erat dengan faktor psikologis yang ada dalam diri para penegak 
hukum yaitu keberanian. Faktor keberanian tersebut memperluas cara 
berhukum yaitu tidak hanya mengedepankan aspek peraturan (rule), tetapi 
juga aspek perilaku (behavior).
91
 Bertolak dari uraian ini, gagasan hukum 
progresif dipilih untuk digunakan sebagai kaca mata (perspektif) ataupun 
pisau analisis untuk mengkaji permasalahan yang diangkat dalam 
penelitian hukum ini. 
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